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Intisari 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran inspektorat daerah dalam 

pelaksanaan pengawasan keuangan khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana 

desa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh inspektorat daerah secara 

keseluruhan dan mendalam serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel dari penelitian ini 

merupakan auditor internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, serta 

staf dari dinas dan pemerintah desa di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan teori 

peran organisasi, ditemukan bahwa Kepala daerah mengirimkan peran pengawasan 

kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai pemegang peran. 

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan peran pengawasan 

sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Inspektorat Daerah 

menghadapi konflik peran dan peran berlebih yang dilatarbelakangi oleh kendala 

internal menyebabkan peran pengawasan belum optimal. Inspektorat Daerah 

Kabupaten Gunungkidul juga menghadapi kendala dari eksternal dalam 

melaksanakan peran pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Peneliti 

menemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 

Gunungkidul untuk mengatasi kendala tersebut. 

Kata kunci: Peran Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, 

Dana Desa, Konflik Peran, Kelebihan Peran. 
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Pendahuluan 

Sebuah negara harus 

bertanggung jawab untuk 

menggunakan dana publik dan 

sumber daya nasional serta 

memastikan bahwa penggunaannya 

efektif, efisien, dan ekonomis bagi 

pelayanan publik (Shuwaili dkk. 

2023). Alkebsi dan Aziz (2018) 

mengemukakan bahwa mekanisme 

utama untuk mengendalikan 

penggunaan sumber daya dalam 

jumlah banyak melalui fungsi audit 

internal nantinya memiliki dampak 

besar pada sebuah organisasi. Sektor 

publik dipandang sebagai sektor yang 

sangat rentan terjadi korupsi karena 

mendominasi dalam pengelolaan 

keuangan negara yang meliputi 

perpajakan, penganggaran, 

pengadaan pemerintah, dan 

pengelolaan aset negara (Liu dan Lin 

2012; Alzeban dan Sawan 2013)  

Korupsi membawa dampak 

yang buruk bagi pembangunan karena 

mendorong pemerintah untuk campur 

tangan ke area yang tidak diperlukan 

(Liu dan Lin 2012). Analisis Ege 

(2015) menunjukkan bahwa 

organisasi yang melakukan 

pelanggaran memiliki kualitas dan 

kompetensi fungsi audit internal yang 

rendah sehingga para pemangku 

kepentingan harus 

mempertimbangkan untuk 

meningkatkan kualitas audit internal. 

Petraşcu dan Tieanu (2014) 

berpendapat bahwa auditor internal 

berfungsi sebagai garis pertahanan 

yang memiliki peran untuk mencegah 

dan mendeteksi terjadinya 

penyelewengan.  

 Đorđević (2015) menyatakan 

bahwa risiko terjadinya kecurangan 

dapat dikurangi secara signifikan 

melalui pengelolaan audit internal 

yang maksimal. Othman dkk. (2015) 

berpendapat bahwa tanggung jawab 

atas pendeteksian adanya indikasi 

penyimpangan dimiliki oleh auditor 

internal sektor publik sebagai 

pengendalian internal pemerintah. 

Prawitt dkk. (2009) mengemukakan 

bahwa fungsi audit internal makin 

penting dalam konteks tata kelola 

yang lebih luas. Hal itu sejalan 

dengan Mihret dan Yismaw (2007) 

yang menyatakan bahwa aktivitas 

pengendalian internal melalui 

pengawasan penyelenggaraan 

pemerintah yang efektif merupakan 

faktor yang sangat penting bagi 

keberlangsungan pemerintahan. 

Menurut Davies (2001), auditor 
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internal harus memiliki kemampuan 

untuk memberikan konsultasi dan 

jaminan sehingga mampu 

berkontribusi terhadap segala 

penyelenggaraan aktivitas 

pemerintah daerah.  

Peran audit internal dalam 

organisasi sektor publik sudah banyak 

diteliti (Moodley dkk. 2022; 

Volodina dkk. 2022; Othman dkk. 

2015; Alzeban dan Sawan 2013; Liu 

dan Lin 2012; Matkin 2010). Literatur 

sebelumnya yang membahas peran 

auditor internal telah dilakukan di 

negara maju seperti Kanada (Roussy 

2013) dan negara berkembang seperti 

Malaysia (Ferry dkk. 2017). Literatur 

tersebut berfokus pada praktik audit 

internal dalam organisasi sektor 

publik dan membahas pertanyaan 

apakah auditor internal memainkan 

peran sebagai pengawas, pembantu 

atau pelindung manajemen. Mereka 

menemukan bahwa auditor internal 

bertindak sebagai pembantu dan 

pelindung manajemen puncak dan 

bukan sebagai pengawas. Selain 

penelitian tersebut, masih sedikit 

studi lain yang berhubungan dengan 

peran auditor internal khususnya 

mengenai peran aktual auditor 

internal di negara berkembang seperti 

di Indonesia. 

Audit internal pemerintah di 

Indonesia merupakan bagian dari 

lembaga pemerintahan. Sebagai 

bagian dari administrasi 

pemerintahan secara keseluruhan, 

sistem audit pemerintah Indonesia 

tidak diragukan lagi memiliki 

kekuatan administratif. Lebih spesifik 

lagi, lembaga audit internal 

pemerintah di Indonesia tidak hanya 

diharapkan untuk mendeteksi dan 

melaporkan penyelewengan dan 

pelanggaran yang mungkin terjadi 

dalam kegiatan pemerintahan, mereka 

juga diharuskan untuk memberikan 

konsultasi agar seluruh kegiatan 

pemerintahan dapat berjalan efektif, 

efisien dan ekonomis. Pemerintahan 

di Indonesia sendiri terdiri atas multi-

level pemerintahan melalui 

pemberlakuan asas desentralisasi. 

Pemerintah daerah memainkan peran 

penting dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial negara dan tidak 

diragukan lagi mengendalikan bagian 

tertentu dari sumber daya pemerintah.  

Catatan Indonesia Corruption 

Watch (ICW) tahun 2020 

menunjukkan sebanyak 444 kasus 

korupsi telah terjadi di Indonesia 
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dengan total kerugian negara sebesar 

Rp18,6 triliun (Indonesia Corruption 

Watch 2021a). Sejak tahun 2018, 

anggaran desa menduduki peringkat 

pertama dalam penindakan kasus 

korupsi berdasarkan sektor 

(Indonesia Corruption Watch 2019; 

2020; 2021a). Pemerintah desa secara 

konsisten menempati peringkat kedua 

sebagai lembaga yang paling banyak 

melakukan kasus korupsi selama 

tahun 2018-2020 (Indonesia 

Corruption Watch 2019; 2020; 

2021a). Catatan ICW juga 

menunjukkan bahwa pekerjaan yang 

mendominasi terdakwa kasus korupsi 

merupakan perangkat desa dan 

mengalami kenaikan setiap tahunnya 

(Indonesia Corruption Watch 2021b). 

Peningkatan tren terdakwa tersebut 

mulai terjadi sejak tahun 2018 dan 

mayoritas berkaitan dengan 

pengelolaan dana desa. 

Maraknya kasus 

penyelewengan dalam pengelolaan 

dana desa semakin menyudutkan 

peran inspektorat daerah selaku 

auditor internal. Zakariya (2019) 

menyatakan bahwa salah satu 

penyebab korupsi dana desa yaitu 

lemahnya pengawasan yang 

dilakukan oleh institusi yang 

memiliki kewenangan pada tingkat 

desa. Studi yang dilakukan oleh Liu 

dan Lin (2012) menemukan jika 

auditor lokal dapat mendeteksi 

adanya penyimpangan dalam 

pengelolaan keuangan publik. 

Penelitian Hernadianto dkk. (2020) 

menunjukkan bahwa peran auditor 

internal yang tinggi berpengaruh 

untuk meningkatkan pencegahan 

terjadinya kecurangan dalam 

pengelolaan keuangan desa. Matkin 

(2010) juga menemukan bahwa 

pengawasan diterapkan dengan baik 

akan membantu meminimalisasi 

permasalahan yang timbul karena 

ketidakoptimalan pengendalian 

internal. Berdasarkan hal tersebut, 

inspektorat daerah selaku auditor 

internal pemerintah yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan 

pengawasan terhadap pemerintah 

desa akan berperan penting dalam 

pemberian konsultasi dan jaminan 

untuk mewujudkan pemerintahan 

daerah yang efektif, efisien, dan 

ekonomis.  

Penelitian mengenai peran 

inspektorat daerah sebagai auditor 

internal pemerintah sudah banyak 

dilakukan (Saputri 2018; Dewandaru 

2018; Matei, Karamoy, dan Lambey 
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2017) tetapi penelitian tersebut belum 

memberikan penjelasan yang 

mendalam terkait peran inspektorat 

selaku auditor internal. Untuk 

mengeksplorasi peran yang dilakukan 

oleh auditor internal di pemerintah 

daerah, dalam konteks penelitian ini 

adalah inspektorat daerah, peneliti 

akan menganalisis peran tersebut 

berdasarkan teori peran organisasi 

(Katz dan Kahn 1978).  

 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu telah banyak 

meneliti terkait peran auditor internal. 

Penelitian tersebut menjelaskan 

pentingnya audit internal bagi sebuah 

organisasi dan bagaimana peran audit 

internal dilaksanakan. Moodley dkk. 

(2022) menemukan bahwa semua 

departemen telah mengadopsi audit 

internal tetapi ekspektasi manajemen 

terhadap audit internal dan layanan 

yang diberikan oleh fungsi audit 

internal berbeda. Hal ini dikarenakan 

munculnya pendekatan kepatuhan 

terhadap tata kelola organisasi 

bersamaan dengan manajemen 

kinerja yang buruk telah mengganggu 

kemampuan audit internal untuk 

berkontribusi secara efektif pada 

strategi dan kinerja manajemen.  

Volodina dkk. (2022) 

mengeksplorasi bagaimana peran 

auditor internal telah berubah karena 

difusi ideologi neoliberal. Dengan 

menggunakan teori peran, mereka 

menemukan bahwa peran auditor 

internal di Pemerintah Pusat Ukraina 

telah berubah secara signifikan 

dengan upaya reformasi untuk beralih 

ke audit kinerja. Auditor internal 

diharapkan menjalankan peran baru 

oleh Kementerian Keuangan Ukraina 

tetapi juga diharapkan tetap 

menjalankan peran tradisionalnya 

sebagai watchdog oleh 

manajemen/kepala lembaga. 

Perbedaan ekspektasi tersebut 

menyebabkan timbulnya konflik 

peran yang menghambat perubahan 

peran auditor internal dan pengenalan 

audit kinerja di Pemerintah Pusat 

Ukraina. Othman dkk. (2015) 

menemukan bahwa audit operasional, 

peningkatan komite audit, 

peningkatan pengendalian audit 

internal, penerapan kebijakan 

pelaporan kecurangan, rotasi staff, 

hotline penipuan, dan akuntan 

forensik merupakan mekanisme 

pendeteksian dan pencegahan 

kecurangan yang efektif digunakan 

pada sektor publik. 
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Alzeban dan Sawan (2013) 

melakukan penelitian terkait peran 

audit internal di sektor publik dengan 

berfokus pada sifat dan praktek audit 

internal dalam organisasi yang diaudit 

oleh Biro Audit Umum di sektor 

publik Arab Saudi. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa faktor 

kelembagaan cenderung berperan 

dalam keberadaan departemen yang 

bertugas untuk mengurus tindak 

lanjut yang diwajibkan oleh negara di 

semua organisasi, departemen yang 

bertugas melakukan investigasi dan 

inspeksi, departemen audit yang 

memantau kepatutan transaksi dan 

akuntansi, serta pekerjaan wajib 

sebagai pengendali keuangan. Liu 

dan Lin (2012) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa auditor lokal 

dapat mendeteksi adanya pelanggaran 

atau perilaku yang menyimpang 

dalam pengelolaan keuangan publik. 

Mereka juga memberikan bukti 

empiris jika auditor lokal akan 

mendukung tata kelola pemerintah 

yang baik dengan berkontribusi 

dalam pemberantasan korupsi. Hasil 

penelitian Matkin (2010) menyatakan 

apabila pengawasan keuangan 

diterapkan dengan baik akan 

membantu meminimalisir 

permasalahan yang timbul mengenai 

ketidakoptimalan pengendalian 

internal. Hal ini dapat dilakukan 

melalui perekrutan auditor yang 

berkualitas agar dapat memperbaiki 

permasalahan pengendalian internal 

dengan cara meningkatkan 

pengetahuan pengawasan keuangan.   

Berbagai penelitian telah 

dilakukan dalam rangka menganalisis 

peran Inspektorat Daerah sebagai 

auditor internal termasuk pelaksanaan 

peran pengawasan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Matei dkk. (2017) 

menemukan bahwa Inspektorat 

Kabupaten Kepulauan Talaud belum 

optimal melakukan fungsi 

pengawasan atas pengelolaan 

keuangan daerah akibat berbagai 

kendala. Selain itu, Inspektorat juga 

belum mengoptimalkan peran APIP 

sebagai konsultan dan tidak tegas 

memberikan sanksi kepada SKPD 

yang kurang atau lalai dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. Penelitian tersebut didukung 

oleh Suriza (2017) yang juga 

menemukan bahwa Inspektorat 

Kabupaten Gunungkidul belum 

optimal dalam menjalankan peran 

konsultasi. Hal ini tecermin dari 

belum optimalnya perencanaan saat 
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penyusunan kegiatan, frekuensi dan 

waktu pelaksanaan kegiatan yang 

padat, dokumentasi kegiatan yang 

belum dikelola dengan baik, serta 

belum dapat memberikan nilai 

tambah. Peran konsultasi belum 

diterapkan secara maksimal karena 

Inspektorat memiliki kendala. 

 Dewandaru (2018) 

mengungkapkan keterlibatan 

Inspektorat dalam pengelolaan aset 

tetap daerah belum maksimal karena 

Inspektorat hanya terlibat apabila 

terjadi permasalahan dalam 

pengelolaan aset tetap daerah. Selain 

itu, Inspektorat juga memiliki 

beberapa kendala ketika melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan 

aset tetap. Saputri (2018) 

menyimpulkan bahwa Inspektorat 

berperan sebagai penjamin mutu, 

konsultan, dan pengawas intern. 

Sebagai pengawas internal dalam 

pengelolaan keuangan desa, peran 

Inspektorat masih belum optimal 

karena terhambat berbagai kendala 

seperti minimnya SDM yang dimiliki, 

beban kerja yang tinggi, sistem 

pengendalian intern desa yang belum 

memadai, administrasi desa yang 

masih kurang tertib, serta kapasitas 

dan kemampuan SDM perangkat desa 

yang terbatas. Yuara, Ibrahim, dan 

Diantimala (2019) menemukan 

bahwa pendeteksian kecurangan di 

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah 

dipengaruhi oleh sikap skeptisme 

profesional auditor, kompetensi bukti 

audit, dan tekanan waktu. Penelitian 

Hernadianto, Hernadi, dan Herzianto 

(2020) menunjukkan bahwa internal 

auditor berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan pengelolaan 

Dana Desa. Peran auditor internal 

yang tinggi akan menaikkan tingkat 

pencegahan kecurangan Dana Desa.  

Beberapa penelitian 

sebelumnya tidak memberikan 

penjelasan yang mendalam terkait 

dengan peran inspektorat dalam 

melaksanakan pengawasan pada 

pengelolaan dana desa. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hernadianto 

dkk. (2020) dan Liu dan Lin (2012) 

belum memberikan penjelasan yang 

mendalam terkait peran Inspektorat 

selaku auditor internal karena terbatas 

pada pendekatan kuantitatif dan 

hanya berfokus kemampuan 

pengawasan auditor internal. 

Sedangkan Saputri (2018), 

Dewandaru (2018) serta Matei, 

Karamoy, dan Lambey (2017) tidak 

menggunakan pendekatan teoritis 
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dalam melakukan analisis terkait 

peran yang dilakukan oleh 

Inspektorat sebagai pengawas intern 

pemerintah. Selain itu, penelitian 

terdahulu juga mengungkapkan 

bahwa masih terdapat kendala dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh inspektorat serta 

terbatas pada ketidakmampuan 

Inspektorat dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan tetapi tidak melakukan 

analisis lebih dalam. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif 

dan menggunakan teori peran 

organisasi dalam melakukan analisis 

terkait peran inspektorat serta kendala 

yang dihadapi oleh inspektorat. 

 

Teori Peran Organisasi 

Teori peran merupakan teori 

yang dianggap relevan untuk 

menjelaskan peran auditor internal di 

dalam lingkungan ekonomi yang 

kompleks (Ahmad dan Taylor 2009). 

Griffin dkk. (2007) menjelaskan 

bahwa teori peran adalah latar 

belakang teoretis yang berperan 

penting untuk menjelaskan 

bagaimana organisasi akan 

membentuk dan membatasi perilaku 

yang dianggap memberikan nilai bagi 

sebuah organisasi. Dalam teori peran, 

terdapat role set yang terdiri atas 

pengirim peran (role sender) yang 

bertugas untuk memberikan peran 

untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dan pemegang 

peran (focal person) yang bertugas 

untuk melakukan atau tidak 

melakukan peran yang dikirim oleh 

pengirim peran (Khelil dan Khlif 

2022). Peran yang dikirim oleh 

pengirim peran akan diterima oleh 

pemegang peran untuk ditafsirkan 

dan ditanggapi dalam rangka 

memenuhi ekspektasi dari peran yang 

telah dikirimkan dengan 

menggunakan cara tertentu. Khelil 

dan Khlif (2022) menyatakan bahwa 

pengaruh terhadap peran muncul dari 

berbagai sudut pandang, yaitu 

ambiguitas,konflik peran, dan 

kelebihan peran. Permasalahan 

konflik peran bisa muncul apabila ada 

beberapa pengirim peran yang 

memiliki ekspektasi peran yang 

bertentangan dan permasalahan 

ambigu muncul karena peran yang 

dikirim kepada penerima peran 

ambigu atau tidak jelas. Marginson 

dan Bui (2009) menyatakan jika 

adanya peran yang bertentangan akan 

memicu terjadinya konflik sehingga 



ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal 

Vol 11 No.3 (Agustus 2023) 

 

332 

*Corresponding Author’s email: lathifah.nur.a@mail.ugm.com   

  ISSN: 2302-1500 

  https://jurnal.ugm.ac.id/abis 

 

akan menciptakan adanya konflik 

peran psikologis. Guirguis dan 

Chewning (2005) menilai jika adanya 

ambiguitas dan konflik peran 

membawa dampak negatif terhadap 

kinerja dan kepuasan kerja individu. 

Berdasarkan teori peran organisasi, 

diketahui jika adanya penyimpangan 

tindakan oleh individu, ia akan 

mengalami stres sehingga ia merasa 

tidak puas dan tugas yang dipenuhi 

menjadi tidak efektif dari yang 

diekspektasikan (Khelil dan Khlif 

2022). 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Sampel penelitian ini 

berjumlah 13 partisipan yang terdiri 

dari auditor internal di Inspektorat 

Daerah Kabupaten Gunungkidul serta 

staf dari dinas dan pemerintah desa 

yang relevan. Sumber data 

didapatkan dari hasil wawancara 

semi-terstruktur dan analisis 

dokumen berupa peraturan bupati, 

piagam audit internal, PKPT 

Inspektorat Daerah Kabupaten 

Gunungkidul, SOP, dan peraturan 

lain yang sesuai. Peneliti melakukan 

member checking, triangulasi sumber 

dan pengecekan hasil transkripsi 

untuk pengujian validitas dan 

reliabilitas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini mendapatkan 

konfirmasi bahwa Inspektorat Daerah 

melakukan pengawasan terhadap 

keuangan desa secara keseluruhan 

dan tidak spesifik pada dana desa 

kecuali jika mendapatkan instruksi 

khusus dari pemerintah pusat. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi 

kendala yang dihadapi oleh 

Inspektorat Daerah dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut. Peneliti menggunakan teori 

peran organisasi untuk 

mengeksplorasi jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang 

dijabarkan di bawah ini. 

 Teori peran organisasi 

berfokus pada peran individu di 

dalam organisasi yang berorientasi 

pada tugas sehingga membentuk 

fungsi utama untuk pencapaian tujuan 

organisasi (Wickham dan Parker 

2007). Pemberian peran kerja tersebut 

diharapkan dapat dipenuhi oleh 

individu sehingga tugas yang 

diberikan dapat dilakukan secara 

efektif (Wickham dan Parker 2007). 
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Khelil dan Khlif (2022) menjelaskan 

bahwa dalam teori peran organisasi 

terdapat role set yang terdiri dari role 

sender dan focal person. Kepala 

daerah selaku role sender 

mengirimkan peran kepada focal 

person yaitu auditor internal di 

Inspektorat Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. Peran kerja berupa 

peran pengawasan tersebut akan 

diterima, ditafsirkan, dan ditanggapi 

oleh auditor internal. Peran kerja yang 

dikirim oleh kepala daerah 

mengandung harapan bahwa auditor 

internal di Inspektorat Daerah 

Kabupaten Gunungkidul 

melaksanakan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan pedoman dan 

ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 Auditor internal dalam 

melaksanakan peran pengawasan 

pengelolaan dana desa berpedoman 

pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa dan Perbup 

Gunungkidul No. 18 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan oleh Inspektorat Daerah 

dalam Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. Peran pengawasan tersebut di 

mulai dari penyusunan PKPT 

berdasarkan penilaian risiko yang 

telah dilakukan sebelumnya. PKPT 

tersebut berisikan program kerja 

reguler dalam satu tahun anggaran, 

objek pemeriksaan, tim audit, serta 

anggaran yang dibutuhkan. Auditor 

internal sebagai pelaku peran 

menjalankan peran pengawasan 

melalui pelaksanaan kegiatan 

penjaminan kualitas dan konsultan. 

Kegiatan penjaminan kualitas 

dilakukan dalam bentuk pemeriksaan 

reguler ke objek pemeriksaan yang 

telah ditentukan di PKPT. Selain 

pemeriksaan reguler, pemeriksaan 

juga dilakukan dalam bentuk ADTT 

dengan sasaran objek pemeriksaan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan 

atau berdasarkan permintaan APH. 

Kegiatan penjaminan kualitas lainnya 

berupa monitoring dilakukan sesuai 

dengan amanat dari pemerintah pusat. 

Untuk pengawasan yang berkaitan 

dengan dana desa, Inspektorat Daerah 

Kabupaten Gunungkidul tidak 

melakukan reviu. 

Kegiatan konsultan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah 

berupa asistensi dan konsultasi. 

Kegiatan asistensi yang 

diselenggarakan oleh Inspektorat 

Daerah dilakukan dua kali dalam satu 
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tahun. Kegiatan asistensi tersebut 

telah dijadwalkan di dalam PKPT 

Inspektorat Daerah. Untuk kegiatan 

konsultasi, Inspektorat Daerah 

melayani konsultasi secara insidental 

maupun konsultasi yang terjadwal 

sesuai dengan kesepakatan. 

Inspektorat daerah juga telah 

melakukan berbagai upaya untuk 

mengatasi kendala yang dialami 

dalam pelaksanaan peran pengawasan 

terhadap pengelolaan dana desa. 

Upaya tersebut dilakukan dalam 

bentuk pengajuan penambahan 

auditor, pengembangan kompetensi 

auditor, peningkatan koordinasi 

dengan OPD lain yang 

bertanggungjawab untuk melakukan 

pembinaan dan pendampingan 

kepada desa, penyelarasan 

pemahaman dan penafsiran terhadap 

suatu regulasi serta menjadi 

narasumber pada bimbingan teknis 

atau pelatihan yang dilakukan oleh 

Dinas A maupun kecamatan. 

Inspektorat juga mengadakan 

pelatihan, sosialisasi dan kampanye 

anti-fraud untuk meminimalisasi 

terjadinya penyalahgunaan dalam 

pengelolaan dana desa.  

Teori peran organisasi 

menjelaskan bahwa pelaksanaan 

peran individu di dalam suatu 

organisasi dapat dipengaruhi oleh tiga 

hal, yaitu ambiguitas peran, konflik 

peran dan ekspektasi peran yang 

berlebih (Khelil dan Khlif 2022). 

Ahmad dan Taylor (2009) 

menyatakan bahwa peran yang 

dilakukan oleh auditor mengandung 

konflik. Carnicer dkk. (2004) 

menjelaskan bahwa konflik peran 

merupakan suatu kondisi ketika ada 

dua atau lebih tekanan yang terjadi 

secara bersamaan sehingga 

menyulitkan pemegang peran untuk 

melaksanakan kedua peran tersebut 

dalam waktu yang bersamaan dengan 

baik. Konflik peran menyiratkan 

bahwa tuntutan persaingan dapat 

timbul selama satu waktu tertentu 

atau tumpang tindih sehingga pada 

saat konflik peran terjadi auditor 

seringkali harus memilih tuntutan 

mana yang harus dipenuhi (Arief dkk. 

2018). Hal ini menyebabkan auditor 

internal harus memprioritaskan salah 

satu peran di atas peran lainnya 

setidaknya untuk saat itu. 

Penelitian ini menemukan 

bahwa konflik peran yang dialami 

oleh auditor internal di Inspektorat 

Kabupaten Gunungkidul disebabkan 

adanya amanat/tugas dari pemerintah 
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pusat untuk mengawal program atau 

kebijakan yang sifatnya mandatori 

dan memiliki tenggat waktu yang 

singkat. Hal ini tentu saja 

menempatkan auditor Inspektorat 

Daerah Kabupaten Gunungkidul di 

posisi yang sulit dan bertolak 

belakang. Auditor internal dituntut 

untuk dapat melakukan pengawasan 

program yang sifatnya mandatori dari 

pemerintah pusat namun auditor 

internal tetap harus melakukan 

pengawasan kepada seluruh OPD dan 

desa sesuai dengan tugas dan 

fungsinya serta PKPT yang telah 

disusun sebelumnya. Terlebih untuk 

pengawasan terhadap program 

mandatori dari pemerintah pusat, 

Inspektorat Daerah wajib 

memprioritaskannya apabila tidak 

ingin terkena sanksi yang 

menyebabkan anggaran bagi 

pemerintah daerah tertunda atau 

terhambat. Pengawasan program 

mandatori dari pemerintah pusat 

biasanya bersifat mendadak dan 

berada di luar PKPT yang telah 

disusun oleh Inspektorat Daerah 

Kabupaten Gunungkidul. 

Auditor internal di Inspektorat 

Daerah Kabupaten Gunungkidul juga 

menghadapi ekspektasi peran yang 

berlebihan (role overload). Hecht 

(2001) menjelaskan jika role 

overload mengacu pada jumlah peran 

yang berlebihan dibandingkan 

dengan waktu yang tersedia. Role 

overload dialami oleh auditor internal 

di Inspektorat Daerah Kabupaten 

Gunungkidul karena mereka dituntut 

untuk melakukan pengawasan ke 

seluruh OPD dan desa dengan waktu 

yang dimiliki untuk melakukan 

pengawasan sangat terbatas. Hal ini 

dipengaruhi juga oleh jumlah auditor 

internal yang dimiliki oleh 

Inspektorat Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. Inspektorat Daerah 

hanya memiliki 29 JFA dan 4 PPUPD 

yang tentu saja tidak sebanding 

dengan jumlah OPD dan desa yang 

harus diawasi, yaitu 48 OPD di luar 

Inspektorat Daerah dan 144 desa. 

Jumlah ini belum termasuk sekolah 

dan puskesmas yang juga harus 

diperiksa oleh auditor internal 

Inspektorat Daerah.  

Konflik peran dan role 

overload yang dihadapi oleh auditor 

internal Inspektorat Daerah secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap 

pengawasan yang mereka lakukan. 

Meskipun auditor internal tetap 

berusaha untuk menjaga kualitas dari 
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pengawasannya, harus diakui dengan 

jumlah SDM dan waktu yang terbatas 

ditambah dengan pengawasan 

program mandatori dari pusat 

menyebabkan Inspektorat Daerah 

tidak bisa melakukan pengawasan 

secara optimal. Pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah 

juga tidak bisa dilakukan dengan 

mendetail dan hanya berupa 

sampling. Pemeriksaan yang tidak 

mendetail dapat menimbulkan 

potensi Inspektorat Daerah 

melewatkan hal-hal yang sebenarnya 

bisa memicu terjadinya 

penyalahgunaan pengelolaan dana 

desa pada pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah. 

Terlebih tidak keseluruhan desa 

diperiksa setiap tahunnya sehingga 

ada potensi terjadi penyalahgunaan 

dana desa di desa yang tidak 

diperiksa.  

Pemeriksaan yang tidak 

mendetail didukung oleh hasil 

wawancara dengan responden dari 

desa B. Responden menjelaskan 

bahwa selain disalahgunakan oleh 

oknum, salah satu yang juga 

melatarbelakangi terjadinya kasus 

tersebut yaitu pelaksanaan 

rekomendasi dari Inspektorat Daerah 

terkait pengembalian uang ke 

rekening kas desa yang harus 

dilakukan oleh desa apabila dianggap 

mark up pada saat pemeriksaan. 

Menurut responden, Inspektorat 

Daerah tidak mengetahui bahwa 

terkadang ada vendor yang tidak mau 

mengembalikan uang tersebut 

sedangkan uang di desa sudah habis 

untuk kegiatan pembangunan. 

Dengan begitu, mau tidak mau desa 

tombok untuk mengembalikan 

sejumlah uang di rekening desa. 

Inspektorat Daerah hanya mengetahui 

bahwa sejumlah uang sudah kembali 

ke rekening desa tanpa mengetahui 

asal mula uang tersebut.  

Selain karena pemeriksaan 

yang tidak mendetail, pengawasan 

yang dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah belum optimal karena masih 

ada desa yang tidak terbuka dengan 

mereka. Salah satu penyebabnya 

yaitu desa merasa bahwa adanya 

inkosistensi dengan apa yang 

disampaikan Inspektorat Daerah 

ketika asistensi penyusunan APBDes 

dan pemeriksaan. Pihak desa merasa 

jika sudah melakukan semuanya 

sesuai dengan arahan dari Inspektorat 

Daerah ketika asistensi tetapi ketika 

pemeriksaan hal tersebut malah 
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menjadi temuan dan menyebabkan 

desa harus mengembalikan uang ke 

rekening kas desa sesuai dengan 

rekomendasi Inspektorat Daerah.  

Faktor eksternal yang 

membuka peluang munculnya 

penyelewengan dalam pengelolaan 

dana desa berasal dari pemerintah 

desa itu sendiri. Pemerintah desa 

selaku penanggungjawab utama 

memiliki peran yang krusial dalam 

pengelolaan dana desa. Dari hasil 

wawancara diketahui bahwa sistem 

pengendalian internal di pemerintah 

desa masih lemah dan masih banyak 

perangkat desa yang memiliki 

masalah dengan kompetensinya. Oleh 

karena itu, meskipun inspektorat 

daerah telah berupaya 

memaksimalkan peran 

pengawasannya tidak menjamin 

bahwa potensi penyelewengan dalam 

pengelolaan dana desa dapat 

berkurang jika tidak ada perubahan 

dari dalam pemerintah desa. Jika dari 

internal pemerintah desa tidak 

melakukan perbaikan kemudian data 

yang diperlukan oleh Inspektorat 

Daerah dalam pemeriksaan tidak 

memadai tentu memiliki dampak 

yang signifikan kepada pengawasan 

yang dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah.  

Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Saputri (2018) 

dan (Suriza 2017), penelitian ini 

menemukan bahwa keterlibatan 

Inspektorat Daerah dalam 

pengelolaan dana desa belum masih 

belum optimal karena terhambat 

kendala dari internal dan eksternal. 

Penelitian ini melengkapi Matei, 

Karamoy, dan Lambey (2017) yang 

belum mengeksplorasi upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut. Penelitian ini mendukung 

penelitian Yuara, Ibrahim, dan 

Diantimala (2019) yang menyatakan 

bahwa kemungkinan terjadinya suatu 

penyalahgunaan akan terdeteksi dapat 

meningkat ketika auditor internal 

memiliki waktu yang cukup sehingga 

mereka dapat memperoleh bukti-

bukti kompeten yang lebih banyak. 

Keterbatasan waktu dapat 

menyebabkan auditor internal 

menjadi kurang sensitif terhadap 

isyarat penyalahgunaan sehingga 

akan mempengaruhi kemampuannya 

dalam mendeteksi penyalahgunaan 

tersebut.  Penelitian ini  juga 

mendukung hasil studi yang 

dilakukan oleh Moodley, Ackers, dan 
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Odendaal (2022) bahwa pendekatan 

kepatuhan terhadap sebuah organisasi 

dengan manajemen kinerja yang 

buruk akan mengganggu kemampuan 

audit internal untuk berkontribusi 

secara efektif  dalam organisasi 

tersebut. 

 

Kesimpulan, Saran dan 

Keterbatasan 

Peneliti menyimpulkan 

bahwa sesuai dengan teori peran 

organisasi, peran pengawasan dana 

desa yang dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah didasarkan pada Permendagri 

No. 20 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Perbup Gunungkidul No. 18 

Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan oleh 

Inspektorat Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Inspektorat Daerah melakukan peran 

pengawasan melalui kegiatan 

penjaminan kualitas dan konsultan. 

Kegiatan penjaminan kualitas berupa 

pemeriksaan reguler dan audit dengan 

tujuan tertentu sedangkan untuk 

kegiatan konsultan dilakukan melalui 

pelaksanaan asistensi penyusunan 

APBDes, konsultasi, dan asistensi 

penyusunan laporan 

pertanggungjawaban APBDes. 

Pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Daerah telah disusun 

dalam PKPT yang berisikan objek 

pemeriksaan berdasarkan faktor 

risiko yang telah ditentukan, 

pembagian tim, pembagian anggaran 

serta jadwal pemeriksaan. 

Peneliti menemukan bahwa 

dalam pelaksanaan pengawasan 

terhadap pengelolaan dana desa, 

Inspektorat Daerah menghadapi 

Inspektorat Daerah menghadapi 

konflik peran dan peran berlebih yang 

dilatarbelakangi oleh kendala internal 

menyebabkan peran pengawasan 

belum optimal. Kendala internal 

tersebut berupa keterbatasan waktu 

dan keterbatasan SDM. Inspektorat 

Daerah Kabupaten Gunungkidul juga 

menghadapi kendala dari eksternal 

dalam melaksanakan peran 

pengawasan terhadap pengelolaan 

dana desa berupa perbedaan regulasi, 

kompetensi perangkat desa, lemahnya 

SPI desa, dan kendala data. Mayoritas 

kendala eksternal berasal dari 

pemerintah desa dan menjadi alasan 

yang cukup mendasar atas 

ketidakoptimalan peran yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah.  
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Peneliti menemukan bahwa 

Inspektorat Daerah telah melakukan 

upaya untuk mengatasi kendala 

internal dan eksternal yang 

dihadapinya. Inspektorat Daerah 

setiap tahunnya mengajukan usulan 

penambahan formasi auditor melalui 

CPNS dan surat edaran bagi ASN di 

lingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten Gunungkidul, 

peningkatan kualitas SDM melalui 

penyusunan peta kompetensi untuk 

masing-masing auditornya dan 

mengikutsertakan SDMnya dalam 

berbagai pelatihan dan bimtek, 

membentuk Irban Investigasi untuk 

pemfokusan pemeriksaan investigasi, 

meningkatkan koordinasi dengan 

OPD lain, serta menjadi narasumber 

di pelatihan, konsultasi dan sosialisasi 

bagi pemerintah desa. 

Berdasarkan hasil yang 

ditemukan, peneliti menyarankan 

Inspektorat Daerah untuk 

mengajukan permohonan terkait 

penambahan jumlah auditor ke Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) yang 

bersifat mendesak. Penambahan 

jumlah auditor sangat diperlukan agar 

Inspektorat Daerah dapat melakukan 

perbaikan dalam tata kelola 

pemerintah. Jumlah auditor yang 

terbatas menyebabkan masing-

masing auditor memiliki beban kerja 

yang tinggi karena waktu yang 

tersedia terbatas. Peneliti juga 

menyarankan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Gunungkidul untuk 

melakukan perubahan metode 

pemeriksaan untuk mengatasi 

kendala waktu dan jumlah auditor 

yang dihadapi oleh Inspektorat 

Daerah. Permasalahan tersebut bisa 

diatasi melalui audit tematik karena 

audit tematik akan memberikan 

gambaran yang lebih luas terkait 

kondisi keuangan desa yang ada di 

Kabupaten Gunungkidul khususnya 

dana desa. Peneliti juga menyarankan 

agar pemerintah melakukan 

penyelarasan regulasi/kebijakan 

mulai dari tingkat kementerian 

maupun kabupaten/kota untuk 

mencegah adanya regulasi/peraturan 

yang tumpang tindih pada 

pelaksanaannya sehingga 

pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Daerah dapat lebih 

optimal. 

Penelitian ini memiliki dua 

keterbatasan, pertama peneliti tidak 

bisa mengakses dokumen pendukung 

yaitu kertas kerja audit, Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) dan Surat Tugas 
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pelaksanaan ADTT dikarenakan 

dokumen tersebut bersifat rahasia. 

Kedua, peneliti tidak dapat 

melakukan wawancara terhadap 

mantan kepala desa dan staf 

bendahara desa B karena proses 

hukum yang berlaku serta bendahara 

desa B karena sudah pensiun dan 

mengalami cacat fisik sehingga 

peneliti mendapatkan informasi yang 

cukup komprehensif terkait kasus 

penyalahgunaan dana desa di desa B 

hanya dari sekretaris desa. 

Berdasarkan hasil yang 

ditemukan, peneliti mengajukan 

rekomendasi. Peneliti menyarankan 

Inspektorat Daerah untuk 

mengajukan permohonan terkait 

penambahan jumlah auditor ke Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) yang 

bersifat mendesak. Penambahan 

jumlah auditor sangat diperlukan agar 

Inspektorat Daerah dapat melakukan 

perbaikan dalam tata kelola 

pemerintah. Jumlah auditor yang 

terbatas menyebabkan masing-

masing auditor memiliki beban kerja 

yang tinggi karena waktu yang 

tersedia terbatas. Peneliti juga 

menyarankan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Gunungkidul untuk 

melakukan perubahan metode 

pemeriksaan. Perubahan metode 

pemeriksaan diperlukan untuk 

mengatasi kendala waktu dan jumlah 

auditor yang dihadapi oleh 

Inspektorat Daerah. Permasalahan 

tersebut bisa diatasi melalui audit 

tematik karena audit tematik akan 

memberikan gambaran yang lebih 

luas terkait kondisi keuangan desa 

yang ada di Kabupaten Gunungkidul 

khususnya dana desa. Melalui audit 

tematik, Inspektorat Daerah dapat 

mengetahui kondisi di beberapa desa 

dalam satu tema pemeriksaan dan 

jumlah desa yang diperiksa dalam 

satu tahun lebih besar. Peneliti juga 

menyarankan agar pemerintah 

melakukan penyelarasan 

regulasi/kebijakan mulai dari tingkat 

kementerian maupun kabupaten/kota 

untuk mencegah adanya 

regulasi/peraturan yang tumpang 

tindih pada pelaksanaannya sehingga 

pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Daerah dapat lebih 

optimal. 

Penelitian ini memiliki dua 

keterbatasan, pertama peneliti tidak 

bisa mengakses dokumen pendukung 

yaitu kertas kerja audit, Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) dan Surat Tugas 

pelaksanaan ADTT dikarenakan 
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dokumen tersebut bersifat rahasia. 

Keterbatasan ini menyebabkan 

peneliti tidak bisa mendapatkan 

informasi yang lebih komprehensif 

terkait pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 

Gunungkidul khususnya pemeriksaan 

yang dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah di tahun terjadinya 

penyelewengan dana desa di desa B. 

Kedua, peneliti tidak dapat 

melakukan wawancara terhadap 

mantan kepala desa dan staf 

bendahara desa B karena proses 

hukum yang berlaku serta bendahara 

desa Getas karena sudah pensiun dan 

mengalami cacat fisik sehingga 

peneliti mendapatkan informasi yang 

cukup komprehensif terkait kasus 

penyalahgunaan dana desa di desa B 

hanya dari sekretaris desa.
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